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MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyiraah 6)

“Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada

selalu benar karena tidak melakukan apa-apa”

(Theodore Rubin)
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan

pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan

tertentu (The Liang Gie, 1980:8). Bahwa pada dasarnya administrasi adalah aktivitas-

aktivitas golongan yang bersifat kooperatif (Dimock dan Dimock, 1968). Adapun

Ilmu Administrasi yang mempelajari fenomena kerja sama yang bersifat kooperatif

dan terorganisasi untuk mencapai tujuan adalah Ilmu Administrasi. Dengan kata lain,

fenomena kerja sama yang bersifat kooperatif dan terorganisasi menjadi pusat kajian

dari Ilmu Administrasi.

Organisasi dalam pencapaian tujuan ada kalanya jauh dari yang diharapkan

tetapi ada kalanya diakhiri dengan hasil yang optimal. Prof.Dr.Prajudi Atmosudirdjo

(1976:19) menuturkan oraganisasi adalah struktur kerja antara sekelompok orang-

orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama

mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi yang dijalankan oleh tiap-tiap kantor

agar supaya pelaksanaan kegiatan kantor dapat berjalan dengan maksimal diperlukan

administrasi yang baik dan juga kerja sama, dengan adanya prosedur administrasi

kantor yang benar dan juga kerja sama yang maksimal akan menguntungkan bagi

sebuah perusahaan dalam menjalankan sebuah administrasi sebuah kantor dan

Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses jalannya sebuah administrasi,

Apabila sumber daya manusia baik maka akan tercapai sebuah tujuan yang baik pula

di dalam sebuah perusahaan.

Anggaran belanja modal merupakan anggaran belanja langsung yang

digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) (Sumber Data:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember )

Anggaran belanja modal sangat besar manfaatnya bagi kantor, selain

menambah aset kantor, juga menambah fasilitas kantor sehingga mempermudah
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dalam proses jalannya sebuah pekerjaan kantor. Dengan adanya penambahan aset

dalam kantor pekerjaan akan lebih mudah dengan adanya fasilitas yang ada dalam

kantor. Seperti yang kita ketahui bahwa kantor merupakan tempat berkumpulnya para

pegawai yang melakukan kegiatan dalam kantor, apabila sarana dan prasarana tidak

memadai maka aktivitas dalam kantor akan terhambat karena tidak adaanya

pendukung fasilitas dalam kantor.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam

manajemen dituntut untuk segera membenahi keuangan perusahaan. Usaha

mengatasi situasi tersebut akan mengarah kepada pengawasan arus kas, (arus kas

masuk maupun arus kas keluar) dengan penataan yang baik atas manajemen arus

kas, sebuah kegiatan anggaran belanja modal akan lebih baik apabila administrasi

dalam pengaturan arus dana yang akan digunakan untuk melakukan sebuah kegiatan

selanjutnya.

Upaya-upaya yang dilakukan mengenai Keputusan untuk meningkatkan

Belanja Modal merupakan bagian dari keuntungan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan publik yang diikuti dengan peningkatan belanja lainnya. Dengan

adanya peningkatan belanja modal aktivitas dalam kantor akan lebih baik lagi karena

adanya fasilitas yang memandai dan layak untuk dipergunakan dalam kantor.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember merupakan

salah satu dinas yang mempunyai permasalahan yang sama. Diharapkan dengan

adanya Anggaran Belanja Modal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember (DISPENDUK) bisa mengelolah pembelian dan pemeliharaan

aset aset perusahaan. perusahaan juga harus senantiasa menjaga aset-aset perusahaan

agar aset perusahaan akan tetap awet dan terjaga.
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan praktek kerja

nyata, meliputi:

a. Memahami dan mengerti secara langsung mengenai pelaksanaan administrasi

anggaran belanja modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jember.

b. Untuk membantu proses pelaksanaan admistrasi anggaran belanja modal pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Beberapa kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan praktek kerja nyata,

meliputi:

a. Guna memenuhi dan melengkapi syarat–syarat tugas akhir D3 Manajemen

Perusahaan.

b. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktis/kerja yang

berhubungan dengan pelaksanaan administrasi anggaran belanja modal pada dinas

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jember.

1.3 Obyek dan JangkaWaktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di dinas kependudukan dan pencatatan

sipil yang beralamat di Jl. Jawa No. 18 Jember.Telp 0331-334496

1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan Fakultas

Ekonomi Universitas Jember dilaksanakan selama kurang lebih 144 jam terhitung

pada tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan 24 Maret 2015. Adapun waktu

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
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Senin s/d Jumat : 07.30 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB ( Senin – Kamis)

: 11.00 – 13.00 WIB ( Jumat )

Sabtu s/d Minggu : Libur

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Adapun bidang ilmu yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan

Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

a. Akuntansi biaya

b. Manajemen keuangan

c. Aggaran perusahaan

d. Referensi dari Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten jember
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1.5 Jadwal Praktek Kerja Nyata

Jadwal Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata dengan realisasi

waktu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal  Kegiatan PKN

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata Minggu Ke- Jumlah Jam

1 Pengajuan Surat Permohonan

PKN kepada Instansi yang

Terkait, mengurus surat ijin PKN

dan membuat Prosedur PKN

X

2 Perkenalan dengan Pimpinan dan

Karyawan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

X

3 Pelaksanaan tugas dalam

pencatatan administrasi dan

dokumentasi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember

X X

4 Penyusunan laporan di bagian

perencanaan dalam kegiatan

anggaran belanja modal X X X

5 Konsultasi dengan Dosen

Pembimbing secara periodik X X

6 Penyusunan Laporan PKN X

7 Pengandaan Laporan PKN X

Total Jam Kegiatan Praktek Kerja

Nyata

144

Sumber Data : Diolah
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Masalah Administrasi erat hubungannnya dengan  predikat peranan yang

sangat penting disebuah negara yang sangat maju . sesuai dengan harkat dan kodrat

manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermsyarakat. Kegiatan administrasi

tidak lain merupakan kegiatan manajemen, yaitu pengendalian, pergerakan dan

pemanfaatan atau penyalahgunaan faktor-faktor daya yang sudah direncanakan

(Prajudi Atmosudirjo, 1980:8).Ada beberapa definisi lain tentang administrasi, yaitu :

a. Administrasi dalam arti sempit

Administrasi adalah  tata usaha atau office work yang  pada hakekatnya

merupakan pengendalian dari pada  idea dan informasi data.

b. Administrasi dalam  arti luas

Dalam arti luas Administrasi di bedakan menjadi tiga sudut pandang , yaitu :

1) Sudut pandang proses.

Administrasi merupakan keseluruan proses yang terdiri atas kegiatan – kegiatan

,pemikiran – pemikiran , pengaturan – pengaturan mulai dari penentuan  tujuan,

penyelenggaraan  hingga tercapainya tujuan.

2) Sudut pandang fungsi.

Administrasi berarti kegiatan dan tindakan secara sadar dilakukan untuk

mencapai tujuan dan termasuk  penentuan tujuan itu sendiri.

3) Sudut pandang kepranataan  (institution).

Administrasi yang di maksud adalah keseluruan orang- orang dalam  satu

kesatuan menjalankan kegiatan- kegiatan kearah tercapainnya tujuan.

Pada pelaksanaan  administrasi di atas dapat di tarik kesimpulan administrasi

mempunyai peraturan yang penting membantu  melayani pelaksanaan
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pekerjaan – pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dan

menyediakan keterangan bagi pucuk pimpinan dan bawahan untuk membuat

keputusan dan melakukan tindakan yang tepat, membantu kelancaran

perkembangan organisasi secara keseluruan.

Pada pelaksanaan administrasi diatas dapat ditarik kesimpulan administrasi

mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu dan melayani pelaksanaan

pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dan

menyediakan keterangan bagi pimpinan dan bawahan untuk membuat keputusan dan

melakukan tindakan yang tepat, membantu kelancaran perkembangan organisasi

secara keseluruhan.

2.1.1 Ciri Pokok Administrasi

Ciri pokok Administrasi, antara lain

a. Kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang.

b. Kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur.

c. Kerjasama dimaksud untuk mencapai tujuan.

d. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

2.1.2 Tujuan Administrasi

Menurut Poerwanto (2006 : 20) tujuan administrasi yaitu :

a. memberikan  informasi terperinci  mengenai orang, objek, operasional,

persetujuan untuk melaksanakan berbagai kepentingan peraturan dan perjanjian.

b. mencatat pekerjaan – pekerjaan yang dilakukan.

c. mengatur komunikasi antara organisasi dengan pihak luar.

d. Memberikan ikhtisar – ikhtisar informasi yang dianalisis mengenai aktivitas

operasional yang terdapat di dalam organisasi.

e. Menyampaikan perhitungan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan organisasi.
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2.1.3 Fungsi – fungsi Administrasi

Menurut Poerwanto( 2006 : 21) Fungsi- fungsi administrasi yaitu:

a. membantu ingatan manusia.

b. sebagai alat bukti.

c. sebagai alat pertanggungjawaban dan perhitungan.

d. Sebagai alat untuk mengambil keputusan – keputusan.

e. Sebagai alat control.

f. sebagai alat untuk menetapkan besarnya kekayaan dan  hasil operasi

perusahaan.

g. sebagai alat untuk memenuhi ketentuan – ketentuan dan anggaran dasar

perusahaan, undang – undang pemerintah dan  perjanjian.

2.1.4 Jenis Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2001: 20) administrasi pada dasarnya dapat

dibagi dalam 2 klasifikasi utama, yaitu Fungsi- fungsi organik dan fungsi pelengkap.

a. Fungsi- fungsi organik :

Merupakan semua fungsi mutlak yang harus dilakukan oleh Administrasi, yaitu :

1) Perencanaan (planning)

2) Pengorganisasian (organizing)

3) Pelaksanaan ( Actuating )

4) Pengawasan ( controlling)

b. Fungsi pelengkap

Adalah semua fungsi yang meskipun tidak mutlak di jalankan oleh perusahaan ,

tetapi apabila dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan

kegiatan. Fungsi – fungsi tersebut antara lain :

1) Komunikasi , baik dari dalam maupun di luar perusahaan .

2) Menyedikan tempat menarik.
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2.2 Anggaran

Dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah, penyusunan

anggaran sangatlah diperlukan sebagai alat perencanaan dan pengawasan

kegiatan.Dengan adanya anggaran, kita dapat mengetahui rencana kerja,

mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai standart untuk

evaluasi kerja.

Berikut ini beberapa pengertian anggaran menurut para ahli antara lain:

a. Menurut Deddi Nordiawan (2007: 19) anggaran dapat juga dikatakan sebagai

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu

tertentu dalam ukuran finansial.

b. Menurut Supriyono (2007 : 3) anggaran adalah suatu rencana terinci yang

menyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam

satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi

dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

c. Menurut M. Nafarin (2000 : 9) Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan

umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu

rencana yang terinci dan tertulis mengenai suatu kegiatan organisasi yang

dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

2.2.1 Unsur – unsur Anggaran

Dalam suatu anggaran yang disusun oleh organisasi baik itu organisasi swasta

ataupun pemerintah haruslah mencakup beberapa unsur yang biasanya terkandung

dalam sutau anggaran.unsur – unsur tersebut harus terkandung dalam suatu anggaran

dikarenakan unsur – unsur tersebut menggambarkan rencana kegiatan perusahaan

yang akan dilakukan dalam periode yang akan datang. Menurut Munandar ( 2001 : 3),

suatu anggaran mempunyai empat unsur yaitu:
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1. Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan

yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. Anggaran juga merupakan suatu

rencana, karena anggaran merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-

kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang. Hanya saja anggaran merupakan

suatu rencana yang mempunyai spesifikasi-spesifikasi khusus, seperti misalnya

disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan

dalam unit moneter.

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan

dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Mengingat

bahwa anggaran adalah suatu rencana yang nantinya akan dijadikan sebagai

pedoman kerja, maka sudah semestinya bahwa anggaran harus mencakup seluruh

kegiatan perusahaan.

3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit ( kesatuan ) yang dapat diterapkan pada

berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang

berlaku di Indonesia ialah unit “rupiah”. Unit moneter ini sangat diperlukan,

mengingat bahwa masing-masing kegiatan perusahaan yang beraneka ragam

tersebut sering mempunyai kesatuan unit yang berbeda-beda, seperti kilogram,

meter, meter persegi, liter dan sebagainya.

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran

berlakunya untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat

didalam anggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa

yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.

2.2.2 Fungsi Anggaran

Bagi organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintah, anggaran tidak

hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas

pengelolahan dana publik yang dibebankan kepadanya. Anggaran dalam akutansi

sektor publik memiliki beberapa fungsi, menurut Deddi Nordiawan ( 2007 : 20 )

fungsi anggaran antara lain :
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1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah

mana kebijakan akan dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya

pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak

semestinya.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan

tertentu.

4. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengolahan dalam melaksanakan

program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau

departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus

dilakukan dan juga yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilai kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian

atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun

terpenuhnya efisiensi biaya.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai

nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan

menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat-sifat menantang tetapi masih

mungkin untuk dicapai. Maksudnya adalah suatu anggaran hendaknya jangan

terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, juga jangan terlalu rendah sehingga

terlalu mudah dicapai.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


12

2.2.3 Prosedur Penyusunan Anggaran

Dalam penyusunan anggaran harus harus sesuai dengan prosedur yang telah

ditentukan, agar penyusunan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun

prosedur pemutusan anggaran menurut M. Nafarin ( 2000 : 8-9 ) menyatakan bahwa :

1. Tahap penentuan pedoman perencanaan ( anggaran )

Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang, hendaknya disiapkan

beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian

anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran.

2. Tahap persiapan anggaran

Manager pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu

menyusun forecast penjualan ( taksiran atau ramalan penjualan ). Setelah itu

kemudian manager-manager pemasaran bekerja sama dengan para manager untuk

menyusun anggaran lainnya.

3. Tahap penentuan anggaran

Pada setiap penentuan anggaran disediakan rapat dari semua manager beserta

direksi ( direktur ) untuk :

a) Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran.

b) Mengkoordinasikan dan menelaah komponen-komponen anggaran.

c) Pengesahan dan pendistribusian anggaran.

4. Tahap pelaksanaan anggaran

Tahap ini adalah tahap dimana anggaran dilaksanakan, untuk kepentingan

pengawasan setiap manager membuat laporan realisasi anggaran.Setelah dianalisis

kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi.

2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran

Pelaksanaan anggaran setiap kegiatan tidak terlepas dari faktor- fakor yang

mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sangat bermanfaat di dalam melakukan

kegiatan penyusunan anggaran sehingga tujuan yang akan dicapai dapat
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direalisasikan secara optimal. Adapun faktor- faktor penyusun anggaran menurut

Munandar (2001 : 12 ) adalah sebagai berikut :

1) Faktor intern

Faktor intern antara lain berupa :

a. Data penjualan pada tahun yang lalu

b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan

d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya maupun

keterampilan dan keahliannya

2) Faktor ekstern

Faktor- faktor ekstern antara lain berupa:

a. Keadaan persaingan.

b. Tingkat pertumbuhan penduduk.

c. Tingkat penghasilan masyarakat.

d. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan

tekhnologi.

2.3 Belanja Modal

Istilah Modal (capital) digunakan dalam konteks pembiayaan modal dan

anggaran modal yang berarti jangka panjang, sering disebut harta modal (capital

asset). Menurut Welsch (2000:343) Istilah anggaran pembiayaan modal, anggaran

belanja barang modal dan anggaran tambahan modal penggunaannya dapat ditukar-

tukar.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam  rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset-aset tetap

mempunyai ciri – ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa
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maanfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material.Sedangkan ciri- ciri

aset lainya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai

masa maanfaat lebih dari 1 ( satu) tahun dan nilainya relatif material.

Pendapat para ahli tentang pengertian belanja modal, diantaranya adalah :

a. Menurut Bastian Indra (2007:151) Belanja Modal merupakan salah satu

kelompok belanja yang ada diantara beberapa kelompok belanja lainnya.

b. Menurut Bachtir Arip (2009:188) Belanja Modal merupakan belanja yang

tidak habis satu tahun dan menghasilkan aset tetap pemerintah.

c. Menurut Abdul Halim (2004:72) pengertian Belanja Modal adalah

pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran rutin untuk

biaya operasional dan pemeliharaan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja modal

merupakan suatu belanja atau pengeluaran yang menghasilkan aset tetap yang

manfaatnya tidak habis satu tahun.

2.3.1 Kategori Utama Belanja Modal

Berdasarkan definisi belanja modal yang telah diuraikan,bahwa Belanja

Modal merupakan aktifitas pengeluran yang dilakukan untuk menambah aset tetap

pemerintah yang dimiliki masa manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi.

Adapun jenis- jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama

kegiatan belanja modal menurut Syaiful (2010), pengertian dan perlakuan Akuntansi

belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintah yaitu :

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk

pengadaan atau pembelian atu pembebasan penylesaian, balik nama sewa tanah,

pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai

bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
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2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan

untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas

peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap

pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang

digunakan untuk pengadaan atau penambahan, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengolahan pembangunan gedung dan bangunan

yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi

siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk

pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan atau pembuatan

serta perawatan.Dangan  termasuk pengeluaran untuk perencanaan. Pengawasan

dan pengolahan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan

irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunaka untuk

pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan atau pembuatan

serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam

cerita belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan

irigasi dan jaring.

Belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau

aset lainya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.

2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset

lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
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3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

2.3.2 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Belanja Modal

Belanja untuk pengeluran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset

lainnya yaitu belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi dapat dimasukkan sebagai

belanja modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas,

kualitas, dan volume aset yang dimiliki

1) pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang

diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.

2) peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset

tetap yang sudah ada, misalnya sebuah generator listrik yang mempunyai output

200 kw dilakukan revolusi sehingga kpasitasnya meningkatmenjadi 300 kw.

3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang

sudah ada misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh

pemerintah menjadi jalan aspal

4) pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset

yang sudah ada.

b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapasitas aset tetap atau aset

lainnya.

2.4 Komponen- komponen Pembiayaan Belanja Modal

Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN

dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa seperti belanja modal.

sebagaimana sudah dijelaskan bahwa seluruh komponen pembiayaan terkait dengan

belanja barang terutama belanja modal dapat dialokasikan pada saat penyusunan

anggaran.

Dalam PMK 93/PMK.20/2011 tentang petunjuk penyusunan menerapkan

konsep nilai perolehan (ful costing) pada jenis belanja.Artinya terkait dengan konsep

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


17

harga perolehan menetapkan bahwa seluruh pengeluaran yang mengakibatkan

tersedianya aset siap dipakai maka seluruh pengeluaran tersebut masuk ke dalam

belanja modal.

Dengan demikian pada saat penyusunan anggaran dapat dialokasikan seluruh

pengeluaran yang terkait dengan belanja aset tetap dan aset lainnya yang termasuk

kategori belanja modal dialokasikan kedalam belanja modal.

Contohnya untuk pengadaan gedung,maka dapat dialokasikan pengeluaran-

pengeluaran terkait dengan perolehan aset gedung sebagai berikut:

1) Honor panitia pengadaan sejumlah paket yang diselenggarakan

2) Honor panitia penerimaan hasil pekerjaan sejumlah paket yang diselenggarakan

3) Biaya pembuatan dokumen

4) Biaya survey

5) Biaya perencanaan gedung

6) Biaya konstruksi gedung

Seluruh biaya pengeluaran tersebut diatas dialokasikan ke dalam belanja modal

gedung dan bangunan
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BAB 3. GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebuah dinas untuk

mencatat keadaan kuantitas penduduk di Kabupaten jember, serta melayani

masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan secara resmi. Dan sejauh ini

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember memperoleh data

sebagai berikut :

Jumlah penduduk Kabupaten Jember pada akhir bulan Agustus 2010 2.334.531 jiwa,

terdiri dari 1.157.874 jiwa laki-laki dan 1.176.657 jiwa perempuan. (Sumber Bidang

Informasi dan Perkembangan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ; 2010).

Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau

mengadministrasikan dokumen kependudukan saat ini telah berpedoman pada

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kemudian dengan diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang organisasi perangkat daerah dan mengacu kepadadan peraturan Bupati

Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember maka Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
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berubah nomenkatur menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember yang pelaksanaann ya dimulai awal bulan Januari 2009.

3.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember

Agar tujuan perusahaan atau instansi perusahaan dapat tercapai dengan

rencana yang sudah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya pengorganisasian dari

berbagai kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran dalam

pelaksanaan tugas masing- masing. Langkah ini dapat diambill dengan pembagian

tugas dan tanggung jawab setiap anggota. Selanjutnya dapat ditunjukkan dengan

struktur organisasi yang diperlukan

Suatu organisasi dapat benar- benar mencapai tujuan secara penuh, tata raga

organisasi harus memenuhi 2 syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata cara organisasi yang

efisien berarti bahwa organisasi itu memiliki susunan yang logis dan bebas dari

sumber- sumbernya.

Berikut ini struktur organisasi yang diterapkan di dinas kependudukan dan

pencatatan sipil (DISPENDUK) kabupaten jember adalah struktur organisasi garis

.struktur ini disajikan dalam pemberian tugas dan wewenang masing- masing bagian :

KEPALA DINAS

ARIEF TYAHYONO, SE
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Gambar 3.1: Struktur

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember  2015

UPT

SEKRETARIS

SRI
WAHYUNIATI,SH,MSi

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

Drs. INDRO WAHJONO, MSI

SUB BAGIAN UMUM
dan KEPEGAWAIAN

YULIA PURNAMA SARI,SH

SUB BAGIAN
KEUANGAN

Ir. SRI HANDAYANI

BIDANG
PENDAFTARAN

PENDUDUK

Dra. RUDATI SUGIARSIH

BIDANG
PENCATATAN SIPIL

Drs.PRIJANTO
WACHYOE MOERTI

SEKSI
ADMINISTRASI
PENDAFTARAN

PENDUDUK

MACHFUDZ

SEKSI
ADMINISTRASI

PENCATATAN SIPIL

Drs. EKO PRIYONO

SEKSI PELAYANAN
DOKUMEN

KEPENDUDUKAN

EDY SUBAGYO, S.Sos

SEKSI PELAYANAN
DOKUMEN

PENCATATAN SIPIL

AMIRULLOH, S.Sos

BIDANG INFORMASI DAN PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN

HABIB SALIM, S.Si

SEKSI SISTEM
DAN TEKNOLOGI

INFORMASI

Dra. SARTINI, MM

SEKSI
PELAYANAN
INFORMASI

KEPENDUDUKAN

SUDARSONO, S.Sos

SEKSI
PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN

Dra.ANI
SETYANINGSIH, M.Si
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3.3 Kegiatan Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember

Pada masing-masing bagian atau unit dari struktur organisasi pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas, Fungsi dan Wewenang yang

berbeda-beda.Berikut dapat kami jelaskan :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Tugas :

Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pendaftaran penduduk,

pencatatan sipildan perkembangan kependudukan, melaksanakan koordinasi,

perencanaan dan pelayanan informasi kependudukan dan tugas lain yang

diberikan Bupati.

b) Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumentasi

kependudukan.

2) Pelaksanaan pencatatan sipil dan pelayanan dokumentasi pencatatan sipil.

3) Pelaksanaan informasi sistem teknologi kependudukan.

4) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

5) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

6) Melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7) Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Kependudukan dan Catatan

Sipil

8) Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.

9) Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pelayanan

masyarakat.

10) Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan

dengan pelaksanaan dinas.

11) Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan di

lingkungan dinas
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12) Menerima dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Bupati.

c) Wewenang :

1) Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro

Kependudukan  dan Catatan Sipil.

2) Melaksanakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

3) Mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

4) Meneliti yang mencakup wilayah kabupaten bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

5) Menyusun kebijakan teknis serta program kerja.

6) Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.

7) Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan

peningkatan pelayanan masyarakat.

8) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku.

9) Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

10) Menyelenggarakan pengawasan standar minimal di bidang pendapatan yang

wajib  dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

11) Menyusun rencana kerja untuk seluruh sub bagian Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

12) Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-

Undangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil.

2. Sekretaris

a. Tugas

Melaksanakan pengolahan surat menyurat, kearsipan, administrasi kpegawaian,

anggaran dan keuangan, umum dan perlengkapan, perencanaan, monitoring,

dan evaluasi, pelaporan serta tugas kerumahtanggaaan dan tugas lain yang

diberikan oleh kepala dinas
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b. fungsi

a. Penyiapan bahan untuk kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan perkantoran.

b. Pelaksanaan pengolahan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan,

keprotokolan, dan kehumasan.

c. Pelaksanaan pengolahan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan

pegawai.

d. Pelaksanaan pengolahan administrasi anggaran, keuangan, dan gaji pegawai.

e. Pelaksanaan pengolahan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan

kantor,dan

f. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas serta semua

unit organisasi di lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

(a) Bagian Sekertaris terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Sub bagian umum dan kepegawaian

Melaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan, pelengkapan dan tugas

lain yang diberikan oleh sekretaris

b. Fungsi Sub bagian umum dan kepegawaian

1) Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan

2) Menyelenggarakan tata naska dinas dan tata kearsipan.

3) Melaksanakan urusan rumah tangga dan protocol.

4) Melaksanakan analisa kebutuhan pengandaan serta pengadministrasian

barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain.

5) Menyelenggarakan inventaris, tata usaha penyimpanan dan distribusi

barang.

6) Merencanakan dan menyenggarakan pengadaan atau pembalian

barang-barang keperluan dinas menurut ketentuan yang berlaku.

7) Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas.
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8) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi

perkantoran dan perlengkapan.

9) Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas.

10) Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan,

dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu.

11) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan,

perlengkapan dan meteril.

12) Melakukan pengadaan perbekalan dan perlengkapan.

13) Menyimpan, mendistribusikan perbekalan dan perlengkapan.

14) Memelihara perlengkapan dan materil.

15) Melakukan administrasi perbekalan, perlengkapan dan materil.

16) Menyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi

pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi

pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pension

pegawai.

17) Menyusun Formasi pegawai dan perencanaan pegawai.

18) Menyusun administrasi serta evaluasi kepegawaian.

19) Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin

pegawai.

20) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian

Tata Usaha.

2) Sub Bagian Perencanaan

a. Tugas sub bagian perencanaan

Melakukan penyusunan rencana program  kegiatan, anggaran,

laporan dan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris.
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b. Fungsi sub bagian perencanaan

1) Penghimpunan dan pengolahan data penyusunan rencana kegiatan dan

rencana anggaran (Rencana Kinerja Anggaran ) Dinas.

2) Penghimpunan bahan untuk penyusunan rencana jangka menengah,

rencana tahunan dan rencana operasional dinas.

3) Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan format- format isian

perencanaan yang digunakan oleh setiap unit di lingkup dinas.

4) Penyusunan jadwal perencanaan dinas.

5) Penyusunan rencana kerja dinas pada tahun anggaran tertentu.

6) Konsultasi perencanaan dengan unit kerja terkait.

7) Pendokumentasian dan penataan administrasi bahan dan hasil

penyusunan perencanaan.

8) Penyiapan dan melaksanakan agenda rapat-rapat dinas dalam hal

perencanaan.

9) Penyiapan bahan rapat perencanaan yang dipimpin oleh kepala dinas.

10) Penyiapan bahan dan data dalam penyusunan visi dan misi dinas

11) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan dinas.

12) Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

kegiatan dinas secara keseluruhan.

13) Penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran, dan

14) Penyusunan laporan rutin bulanan, triwulan, semester dan tahunan

untuk kegiatan-kegiatan dinas.

3) Sub Bagian Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang di berikan

sekretaris.

b. Fungsi Sub Bagian Keuangan

1) Penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk penyusunan anggaran.
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2) Menyiapkan penyusunan rancangan belanja Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil.

3) Mengola data usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran

belanja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

4) Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi.

5) Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai.

6) Mengurus keuangan perjalanan dinas serta biaya-biaya lain sebagaimana

pengeluaran  dinas.

7) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan.

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata

usaha.

3. Bidang Pendaftaran penduduk

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendaftaran penduduk dan tugas

lain yang diberikan kepala dinas.

b. Fungsi Bidang Pendaftaran penduduk

1) Penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran penduduk.

2) Penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan pendaftaran

penduduk.

3) Pelaksanaan sosialisasi, fasilitas, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan

konsuitasi pendaftaran penduduk skala kabupaten.

4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran pendudukan.

5) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam system

administrasi kependudukan meliputi :

a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan nomor

induk kependudukan.

b) Pendaftaran, Perubahan alamat.

c) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik

Indonesia.
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d) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara.

e) Pendaftaran pindah datang antar Negara.

f) Pendaftaran penduduk renta administrasi kependudukan.

g) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk.

h) Penatausahaan pendaftaran penduduk.

i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja

penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

j) Melaksanakan pengolahan data kependudukan hasil pelayanan

penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagai salah satu ranah dari

implementasi system administrasi Kependudukan.

k) Melaksanakan pengembangan dan pembina sumber daya manusia

pengelola pendaftaran penduduk.

(a)Bidang pendaftaran penduduk meliputi :

1) Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk.

a) Tugas

Melaksanakan kegiatan Adminitrasi kependudukan dan tugas lain

yang di berikan oleh Kepala bidang pendaftaran penduduk

b) Fungsi

1) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran

penduduk

2) Penyiapan bahan dalam rangka sosialisasi,fasilitas, bimbingan teknis,

Advorkasi, supervisi, dan kolsultasi pendaftaran penduduk.

3) Penyiapan bahan, data dan informasi dalam rangka penetapan

kebijakan pendaftaran penduduk.

4) Penyiapan pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan pendaftaran

penduduk.

5) Pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan pelaporan kinerja pendaftaran

penduduk

6) Pelaksanaan pinatausahaan pendaftaran penduduk.
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7) Pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen

serta pengarsipan pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan

penduduk.

8) Pelaksanaan pengelolah data hasil pelayanan dokumen

kependudukan sebagai salah satu ranah dalam implementasi Sistem

Adminitrasi Kependudukan

2) Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan

a) Tugas Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan

Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan tugas

lain yang di berikan oleh kepala bidang pendaftran penduduk.

b) Fungsi Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan

1) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis

penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

2) Pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data dan dokumen

kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen hasil pendaftaran

penduduk.

3) Pelaksanaan pelayanan prima dalam penerbotan dokumen hasil

pendaftaran penduduk, berupa :Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalan satu provinsi dan antar

provinsi dalam wilayah NKRI, Surat keterangan Pindah Datang

Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan

Pindah Keluar Negri, Surat Keterangan Datang Dari Luar Negri,Surat

keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas,

dan pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi.

4) Pelaksanaan Pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia

petugas pelayanan penerbitan dokumen hasl pendaftaran penduduk

5) Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan

masyarakat
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6) Melakukan tindakan sanksiAdminitrasi terhadap pelanggaran

ketentuan dalam pelaporan peristiwa Kependudukan sesui dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Penyelidikan terhadap perbuatan pidana terkait dengan penerbitan

dokumen kependudukan sesui dengan peraturan perundang-

undangan.

4. Bidang Pencatatan Sipil

b) Tugas Bidang Pencatatan Sipil

Melaksanakan tugas dinas di bidang pencatatan sipil dan tugas lain yang d

berikan oleh Kepala Dinas

c) Fungsi Bidang Pencatatan Sipil

1) Penyiapan data dan hasil-hasil kajian untuk penetapan kebijakan pencatatan

sipil.

2) Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan

konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil

3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil.

4) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam system adminitrasi

kependudukan meliputi:

a) Pencatatan Kelahiran

b) Pencatatan Lahir Mati

c) Pencatatan Perkawinan

d) Pencatatan Penceraian

e) Pencatatan Kematian

f) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan hasil pengesahan

anak

g) Pencatatan perubahan nama

h) Pencatatan perubahan status kwarganegaraan.

i) Pencatatan Peristiwa penting lainya.

j) Pencatatan Perubahan dan pembatalan akta
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k) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil.

l) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

pencatatan sipil.

6) Pelaksanaan pembinaandan pengembangan sumberdaya manusia pengelola

pencatatn sipil.

7) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.

8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat

secara berkala.

(a)Bagian pencatatan sipil terdiri dari :

1) Seksi Adminitrasi Pencatatan Sipil

a) Tugas

Melaksanakan Kegiatan Adminitrasi Pencatatan sipil dan tugas lain

yang di berikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

b) Fungsi

1) Penyiapan bahan-bahan untuk penetapan kebijakan pencatatan sipil.

2) Penyiapan Pelaksanaan fasilitas,sosialisasi, bimbingan teknis,

advokasi,supervisi, dan kolsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.

3) Penyiapan Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil

4) Pelaksanaan pinatausahaan pencatatan sipil secara tertib dan disiplin

5) Pelaksanaan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen serta

pengarsipan dan pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan

pencatatan sipil.

6) Pelaksanaan pengelola data hasil pelayana pencatatan sipil sebagai

salah satu ramah dalam implementasi system Informasi Adminitrasi

Kependudukan.

7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan Akta-akta

pencatatan sipil.

8) Penyusunan Laporan pelayanan penerbitan akta-akta pencatatan sipil
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2) Seksi Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil

a) Tugas

Melaksanakan kegiatan penerbitan dokumen Pencatatan sipil dan

tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang Pencatatan Sipil.

b) Fungsi

1) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis

penyelenggaraan pencatatan sipil.

2) Penyusunan criteria dan ketentuan pelayanan dokumen pencatatan

sipil dengan berpedoman pada sistem pelayanan prima.

3) Mengidentifikasikan dan verivikasi kebenaran data dan dokumen

pencatatan sipil dalam rangka penerbitan akta-akta pencatatan

sipil.

4) Pelaksanaan pelayanan prima dalam penerbitan akta-akta

pencatatan sipil berupa : kelahiran, lahir mati, kematian,

perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan

pengesahan anak perubahan nama dan perubahan status

kewarganegaraan.

5) Pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainya.

6) Pelaksanaan tindakan saksi administrative terhadap pelanggan

dalam pelaporan pencatatan sipil kependudukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

7) Penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pidana terkait

dengan penerbitan akta-akta pencatatan sipil.

5 ) Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan.

a) Tugas Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan.

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang informasi dan perkembangan

kependudukan dan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.
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b) Fungsi

1) Penyusunan rencana kerja bidang informasi dan perkembangan

kependudukan.

2) Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan dan perkembangan kependudukan.

3) Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis advokasi, supervise dan

konsultan pengelolaan informasi administrasu kependudukan dan

perkembangan kependudukan.

4) Penyelenggaraan :

a) Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

b) Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala

kabupaten.

c) Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainya serta jaringan

komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat

pelayanan dokumen kependudukan.

d) Pengelolaan system informasi administrasi kependudukan.

e) Pembangunan replikasi data kependudukan kebupaten.

f) Pembangunan bank data kependudukan kabupaten.

g) Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan/UPT.

h) Perekam data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

serta pemutakhiran data penduduk menggunakan system informasi dan

administrasi kependudukan.

i) Penyajian dan diseminasi informasi data kependudukan.

j) Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan

kabupaten.

k) Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran

penduduk serta pencatatan sipil

l) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kualitas penduduk, pengembangan

kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk,
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perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan

kependudukan.

m)Pembuatan analisi pengendalian kuantitas penduduk, pengarahan

mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk

serta pengembangan berwawasan kependudukan.

n) Koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan

pengendalian kualitas penduduk pengarahan mobilitas/penataan

persebaran penduduk dan perlindungan dalam konteks pembangunan

berwawasan kependudukan.

o) Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan

kualitas penduduk pengarahan mobilita/penataan persebaran penduduk

dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan

kependudukan.

p) Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dengan

lembaga pemerintahan dan non pemerintah.

q) Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib

administrasi kependudukan.

r) Penetapan indicator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis

dampak kependudukan.

s) Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indicator, proyeksi dan

analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada

khalayak sasaran.

t) Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunannya kependudukan secara

periodik

u) Pendayagunaan, informasih atas indicator kependudukan untuk

perencanaan pembangunan berbasis penduduk

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi dan

adminitrasi kependudukan

6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk
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7. Pelaksanaan pembina pengembangan sumberdaya manusia pengelola

Adminitrasi Kependudukan

8. Pelaksanaan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas

penduduk,pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dalam

konteks pembangunan berwawasan Kependudukan.

(a) Bagian Bidang Informasi dan Perkembangan Kependudukan terdiri

dari:

1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi

a) Tugas

Melaksanakan teknologi informasi dan tugas lain yang di berikan oleh

Kepala bidang informasi dan perkembangan kependudukan

b) Fungsi

1) Penyusunan rencana kerja seksi dan menyiapkan bahan penyusunan

rencana kerja bidang.

2) Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pengelolaan informasi

adminitrasi kependudukan.

3) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi,fasilitas, bimbingan

teknis, advokasi, supersive, dan kolsultasi, pengelolaan informasi

adminitrasi Kependudukan.

4) Pelaksanaan koordinasi pengelolah informasi Adminitrasi

Kependudukan.

5) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi

data skala kabupaten.

6) Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan

komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai

tempat pelayanan Dokumen Kependudukan.

7) Penyiapan perangkat keras dan perangkat lainnya serta jaringan

komunikasi data dalam rangka pelayanan penerbitan dokumen hasil

pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil di tingkat Kabupaten,
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tingkat Kecamatan, dan tingkat desa/Kelurahan pengelolaan system

informasi kependudukan.

8) Penyiapan dan pelaksanaan replikasi data kependudukan kabupaten.

9) Pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan Kabupaten.

10) Pelaksnaan pembangunan tempat perkaman data kependudukan di

kecamatan/UPT

11) Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk

dan pencatatn sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan

system informasi dan adminitrasi Kependudukan.

12) Peyajian dan pendesimanisasian informasi kependudukan

13) Melaksanakan perlindungan data pribadian pnduduk pada bank data

kependudukan kabupaten

14) Melaksanakan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil

pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.

15) Pelaksanaan sumberdaya manusia SIAK.

16) Pelaksanaan kerja sama dengan rangka pengembangan SIAK.

17) Pelaksanaan pendataan penduduk secara berkala dan berkelanjutan

2) Seksi Pelayanan Informasi Kependuduk

a) Tugas

Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kependudukan dan tugas

lain yang di berikan oleh kepala bidang informasi dan perkembangan

kependudukan.

b) Fungsi

1) Menyusun rencana kerja pelayanan informasi kependudukan dan

menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja.

2) Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pelayanan informasi

kependudukan.
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3) Penyiapan pelaksanaan sosialisasi, fasilitas, bimbingan teknis,

advokasi, supervise, dan konsultasi pelayanan informasi

kependudukan.

4) Penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program

pelayanan informasi kependudukan.

5) Penetapan indicator kependudukan, proyeksi, penduduk dan

analisis dampak kependudukan.

6) Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indicator,

proyeksi dan analisis dampak kependudukan kepada khalayak

sasaran.

7) Penyusunan dan melaksanakan penyerasian dan harmonisasi

kebijakan kependudukan antar daerah dan dengan lembaga

pemerintah dan non pemerintah.

8) Pelaksanaan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan

kependudukan secara periodik.

9) Penyiapan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam

rangka tertib administrasi kependudukan.

10) Pendayagunaan informasi atas indicator kependudukan dan

analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan

berbabis penduduk.

11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan

informasi kependudukan.

12) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia

pelayanan informasi kependudukan.
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3) Seksi Perkembangan Penduduk

a) Tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penduduk dan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Perkembangan

Kependudukan.

b) Fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja perkembangan penduduk dan

menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja.

2) Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan perkembangan

penduduk.

3) Menyiapkan peleksanaan sosialisasi, fasilitas, bimbingan teknis,

advokasi, supervise, dan konsultasi perkembangan kependudukan’

4) Penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program

perkembangan kependudukan.

5) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kualitas penduduk,

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan

persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks

pembangunan berwawasan kependudukan.

6) Pelaksanaan pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk,

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan

persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta

pembbangunan berwawasan kependudukan

7) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam

pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,

pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan

perlindungan penduduk dalam konteks.pembangunan berwawasan

kependudukan.

a) Penyusunan pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas

penduduk, pengembangan kuantitas penduduk,
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pengarahan,mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan

perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan

berwawasan kependudukan

b) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan perkembangan

kependudukan

c) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya

manusia berwawasan kependudukan.

d) Pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas

penduduk, pengembangan kuatitas penduduk, pengarahan

mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan

penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan

kependudukan.

3.4 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Kegiatan yang dipilih pada saat  pelaksanaan  PKN adalah pada sub bagian

perencanaan.sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana program kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain yang di berikan oleh

sekertaris.

3.4.1 Fungsi Sub Bagian Perencanaan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat sub

bagian perencanaan mempunyai fungsi meliputi :

a. Penghimpunan dan pengolahan data penyusunan rencana kegiatan dan rencana

anggaran (Rencana Kinerja Anggaran ) Dinas.

b. Penghimpunan bahan untuk penyusunan rencana jangka menengah, rencana

tahunan dan rencana operasional dinas.
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c. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan format- format isian

perencanaan yang digunakan oleh setiap unit di lingkup dinas.

d. Penyusunan jadwal perencanaan dinas.

e. Penyusunan rencana kerja dinas pada tahun anggaran tertentu.

f. Konsultasi perencanaan dengan unit kerja terkait.

g. Pendokumentasian dan penataan administrasi bahan dan hasil penyusunan

perencanaan.

h. Penyiapan dan melaksanakan agenda rapat-rapat dinas dalam hal perencanaan.

i. Penyiapan bahan rapat perencanaan yang dipimpin oleh kepala dinas.

j. Penyiapan bahan dan data dalam penyusunan visi dan misi dinas

k. Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan dinas.

l. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dinas

secara keseluruhan.

m. Penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran, dan

n. Penyusunan laporan rutin bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk

kegiatan-kegiatan dinas.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


39

BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ini meliputi:

1. Prosedur Administrasi Anggaran Belanja Modal

2. Kegiatan dan Tugas Tambahan Praktek Kerja Nyata (PKN)

4.1 Prosedur Administrasi Anggaran Belanja Modal

Prosedur Administrasi anggaran belanja modal dilakukan sebagai berikut :

1) Perencanaan yang telah disetujui DPRD kemudian diterbitkan peraturan bupati

untuk melaksanakan DPA ( dokumen pelaksanaan anggaran )

2) Kemudian DPA(dokumen pelaksana anggaran) yang telah diterima akan

didistribusikan pada setiap bidang untuk melaksanakan kegiatan yang sudah dan

telah dicantumkan dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)

Proses kegiatan yang dilakukan oleh bidang akan dibiayai anggaran dalam DPA

(dokumen pelaksanaan anggaran).
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Secara visual prosedur Administrasi Anggaran Belanja Modal antara lain:

Gambar : 4.1 Alur-alur Administrasi Anggaran Belanja Modal.

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015.

Keterangan : Alur-Alur prosedur administrasi anggaran belanja modal

Kepala bagian perencanaan selaku pihak pengguna dana anggaran membuat

rencana kegiatan anggaran belanja modal dengan membuat proposal, setelah itu

diserahkan ke DPRD dan menunggu persetujuan dari DPRD. setelah sudah disetujui

oleh DPRD didistribusikan ke bupati dan surat keputusan (SK) akan diturunkan oleh

bupati dan diterbitkan peraturan bupati untuk melaksanakan DPA ( dokumen

pelaksanaan anggaran ). Setelah itu, Bendahara membuat SPM dan SPP untuk

meminta dana dan setelah itu diserahkan ke BUD dan menunggu persetujuan dari

BUD, setelah sudah disetujui SP2D bisa di turunkan dan dokumen- dokumen SP2D

Bendahara membuat

- SPP
- SPM

SP2D SPJ

SK bupati
diturunkan

Diserahkan dan
menunggu persetujuan

DPRD

Kepala bagian
perencanaan membuat
rencana anggaran
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dikirim ke BANK untuk dicairkan untuk kegiatan biaya anggaran belanja modal.

Setelah sudah melakukan kegiatan anggaran kwitansi-kwitansi diberikan ke

bendahara untuk diperikan kelengkapannya dalam pengeluaran tersebut untuk di

jadikan SPJ ( surat pertanggungjawaban).

Dokumen-dokumen pendukung untuk permohonan pencairan dana anggaran

yang pertama dengan menyertakan SPM dan SPP (Gambar 4.2 dan 4.3). Berikut ini

formulir 1 dan 2 yang digunakan sebagai kelengkapan untuk permintaan permohonan

pencairan dana untuk kegiatan anggaran belanja modal dalam melakukan pembayaran

barang yang akan dibeli untuk aset kantor.
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Gambar 4.2 : Dokumen SPP dan SPM

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten jember 2015
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Gambar 4.3 : berkas- berkas SPP dan SPM

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Jember 2015
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4.1.2 Tahap-Tahap Pencairan Dana Anggaran Belanja Modal

Secara visual dapat dijelaskan proses pecairan dana sebagai berikut:

Gambar 4.4 : Prosedur Pencairan Dana Anggaran Belanja Modal

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015.

Keterangan :

Kepala bagian perencanaan selaku pengguna dana anggaran membuat rencana

anggaran dengan membuat dokumen SPM (surat perinta membayar) dan setelah itu

Kepala Bagian
perencanaan membuat

rencana anggaran

Bagian
perencanaan
Membuat SPM

Diserahkan BUD(bendahara umum
daerah) dan kuasa BUD

Menunggu
persetujuan BUD

Menyerahkan
Dokumen SP2D

Dokumen SP2D Dikirim
ke BANK untuk
mencairkan dana
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dokumen tersebut diserahkan ke BUD dan kuasa BUD (bendahara umum daerah) dan

menunggu persetujuan dari BUD dan kuasa BUD apabilah sudah disetujui BUD

dokumen SP2D bisa di terima dan setelah itu dokumen tersebut dikirim ke Bank

untuk diproses dalam mencairkan dana tersebut.

4.1.3 Alur Pencairan Dana Anggaran Belanja Modal

Dalam melakukan sebuah kegiatan di perlukan dana anggaran tahap-tahap pencairan

dana anggaran belanja modal meliputi:

a) surat perintah pencairan dana (SP2D) (Gambar 4.5) adalah dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum

daerah atau kuasa bendahara umum daerah dari pada badan pengolahan keuangan

dan aset berdasarkan SPM (Gambar 4.2 dan 4.3)

b) bendahara umum daerah atau kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM

yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar

pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undang.

c) dalam hal dokumen dinyatakan lengkap,bendahara umum daerah atau kuasa BUD

menerbitkan SP2D dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan

atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran,maka BUD

akan menolak menerbitkan SP2D (Gambar 4.5).

d) dalam hal BUD dan kuasa BUD berhalangan,yang tidak bersangkutan dapat

menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

e) penerbitan SP2D paling lambat 2(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya

pengajuan SPM dan penolakan penertiban SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja

terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

f) bendahara umum daerah atau kuasa BUD menyerahkan SP2D UP/GU/TU dan LS

yang diterbitkan kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku tempat

rekening kas umum daerah kabupaten jember untuk diproses pencairan

keuangannya sesuai peruntukan yang telah tertera pada SP2D.
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g) dokumen SP2D (gambar 4.5) dan lampirannya dikirim ke PT.Bank pembangunan

daerah jawa timur cabang jember selaku tempat rekening kas umum daerah.

h) dokumen yang digunakan bendahara umum daerah atau kuasa dalam

menatausahakan SP2D yang mencakup:

1) Register SP2D (gambar 4.5)

2) Register penolakan penertiban SP2D dan

3) buku kaspenerimaan dan penolakan kas

Berikut ini contoh formulir SP2D dalam kegiatan pelaksananaan pencairan

dana anggaran belanja adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.5 : SP2D dalam Pencairan Dana Anggaran

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


48

a) Maksud : pencairan dana melalui bank apabila akan melakukan sebuah kegiatan

anggaran maka akan di berikan surat surat perintah pencairan dana.

b) Jumlah lembar : 4 (1.pihak bank, 2. Pihak pengguna dana,3. Arsip,4. Pihak ketiga)

c) Isi : bukti pencairan dana melalui bank

d) Petunjuk pengisian:

No.SPM : Diisi tanggal pencairan dana

Tanggal : Diisi tanggal kapan pencairan dana

Nama: Diisi oleh petugas bendahara

NPWP: Diisi nomer pokok wajib pajak kantor.

No rekening bank: Diisi nomer rekening bank yang akan dituju untuk pencairan

dana.

Keperluan : Diisi keperluan yang akan dilakukan.

Potongan- potongan: diisi jikan ada potongan dalam pembelian aset kantor.

Informasi: Diisi dengan perhitungan rupiah berdasarkan tarif pembayaran tetapi

tidak mengurangi jumlah pembayaran.

Jumlah: diisi jumalah anggaran yang habis terpakai dalam melakukan kegiatan.

4.1.4 Proses Pembelian Barang Anggaran Belanja Modal

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal pada APBD tahun anggaran

2014 sekurang-kurangny 30 % dari belanja daerah sesuai dengan peraturan presiden

nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2013-2014. Pengangggaran untuk

pengadaan kebutuhan barang milik daerah,menggunakan dasar perencanaan

kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolahan barang milik

daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja

pemerintah daerah, sebagaimana diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 TAHUN 2006.
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Untuk pelaksanaan APBD dan upaya pengendalian terhadap pengolahan kas

masing- masing SKPD memperhatikan dan mempedomani batasan penyimpanan kas

tunai bedasarkan besaran uang pesediaan yang diberikan kepada masing- masing

SKPD sebagai berikut:

1) Nilai uang persediaan sebesar Rp 10.000.000,00 s/d Rp 25.000.000,00

penyimpanan kas tunai paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00

2) Nilai uang persediaan sebesar diatas Rp 25.000.000,00 s/d 50.000.000,00

penyimpanan uang tunai paling banyak sebesar Rp 10.000.000,0

3) Nilai uang pesediaan sebesar diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00

penyimpanan uang tunai paling banyak Rp 15.000.000,00

4) Nilai uang persediaan sebesar  diatas Rp 200.000.000,00 penyimpanan uang

tunai paling banyak 20.000.000,00

Untuk melakukan sebuah pengeluaran anggaran belanja modal terdapat

formulir- formulir dalam proses pembelian anggaran belanja modal.

Berikut ini formulir (gambar 4.6 sampai 4.16) yang digunaka dalam proses anggaran

belanja modal. Formulir tersebut berisi tentang:

1. Pengadaan notebook

2. Harga perkiraan sendiri

3. Surat pesanan

4. Surat penawaran

5. Lampiran negosiasi penawaran harga

6. Pengiriman barang

7. Berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan

8. Berita acara penerimaan barang

9. Berita acara penyerahan barang

10. Berita acara pembayaran

11. Daftar kuantitas harga
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Gambar 4.6 : Contoh formulir pengadaan notebook.
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Gambar 4.7 : Contoh formulir harga perkiraan sendiri.
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Gambar 4.8 : Contoh formulir surat pesanan.
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Gambar 4.9 : Contoh formulir surat pesanan.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


54

Gambar 4.10 : Contoh formulir lampiran negoisasi penawaran harga.
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Gambar 4.11 : Contoh formulir pengiriman barang.
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Gambar 4.12 : Contoh formulir berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil
pekerjaan
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Gambar 4.13 : Contoh formulir berita acara penerimaan barang.
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Gambar 4.13 : Contoh formulir berita acara penyerahan barang.
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Gambar 4.15 : Contoh formulir berita acara pembayaran.
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Gambar 4.16 : Contoh formulir daftar kuantitas harga.
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Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015.

Keterangan : pembelian komputer notebook TOSHIBA dalam belanja modal untuk

menambah aset kantor diperlukan lampiran-lampiran dalam pembelian barang

tersebut dengan maksud untuk bukti belanja modal kantor.

a) Jumlah : 11 lembar

b) Gambar : 4.6 sampai Gambar 4.16

c) Isi: bukti pengadaan komputer,harga perkiraan komputer.surat pesanan.surat

penawaran,lampiran negoisasi penawaran,pengiriman barang,berita acara

pemeriksaan dan penawaran,berita acara penerimaan barang,berita acara

penyerahan barang,berita acara pembayaran dan daftar rekapitulasi.

d) Umum: diisi dengan komputerisasi pihak yang bersangkutan

4.1.5 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggran Belanja Modal

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan

penggunaan uang  persediaan atau ganti uang persediaan dan tambah uang

persediaan paling lambat 10 bulan berikutnya.

a) dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban

pengeluaran mencakup:

1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) (gambar

4.18)

2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)

3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban laporan (SPJ)

4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) dan register

penutupan kas

b) Dalam mempertanggungjawabkan laporan pengolahan uang persediaan,dokumen

laporan pertanggungjawaban yang disediakan mencakup:

1) Buku kas umum
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2) Ringkasan pengeluaran rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti

pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum

dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek,

3) Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara dan register penutupan kas.

c) Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan

pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

d) Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran

menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.

e) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,

pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat

tanggal 31 desember

f) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti

pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak

ketiga

g) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara

fungsional atas pengolahan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku

BUD pling lambat 10 bulan berikutnya

h) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional

dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban

pengeluaran oleh pengguna anggaran atau kuasa dengan anggaran

i) Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan

PPK-SKPD berkewajiban:

1) Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan

bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.

2) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang

tercantum dalam ringkasan per rician objek.
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3) Menghitung pengenaan PPN/pph atas beban pengeluaran per rician objek dan

menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode

sebelumnya.

j) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan

tingkat daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelolah, beban kerja,

lokasi, kopetensi atau pertimbangan objek lainnya.

k) Bendahara pengeluaran  pembantu wajib menyelenggarakan

penatausahaanterhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

l) Dokumen- dokumen  yang digunakan oleh bendahara pengeluran pembantu

dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:buku kas umum, buku pajak

PPN/pph

m) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan

menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

n) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepada bendahara pengeluaran.

o) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu

mencakup:buku kas umum, buku pajak PPN/pph dan bukti pengeluran yang sah.

p) Bendahara melakukan verifikasi, evaluasi dan analis atas laporan

pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu.

q) Penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan

kas yang dikelolah oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran

sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

r) Pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan disertai

dengan register penutupan kas.

s) Bendahara pengeluaran yang mengelolah belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial,belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan

pembiyaan melakukan penatausahaan susuuai dengan ketentuan yang tertuang

dalam pemendagri nomer 21 tahun 2011.
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t) Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan

aplikasi komputer atau alat elektronik lainnya,

u) Penyetoran dana UP/GU,TU dan jasa Giro Rekening bendahara pengeluaran.

1) Dalam hal terdapat sisa dana UP/GU dan TU tidak habis digunakan selama

tahun anggaran berjalan, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke

bendahara pengeluaran ke rekening kas umum daerah nomor 0031070007 dan

disesuaikan dengan penutupan BKU SPJ tahun yang berjalan.

2) Perolehan jasa giro yang ada pada rekening bendahara pengeluaran harus

disetor atau dipindah bukukan pada rekening kas umum daerah nomor

0031070007 pada setiap bulan dan disesuaikan dengan penutupan BKU SPJ

tahun yang berjalan.

Dalam proses pelaksanaan SPJ (surat pertanggungjawaban) kwitansi-kwitansi

dan data-data yang mendukung sangat penting untuk diteliti kelengkapannya dan

akan dipertanggungjawabkan dalam rapat SPJ agar pihak bendahara bisa mengetahui

pengeluaran kas yang digunakan oleh pengguna anggaran.berikut iku adalah data dan

kwitansi setelah penggunaan dana anggaran antara lain:
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Gambar 4.17 : Laporan Bulanan Belanja

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015
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Keterangan:

a) Maksud : laporan fisik dalam penggunaan anggaran di berikan saat SPJ

b) Jumlah lembar : 1

c) Isi : laporan fisik bulanan dalam penggunaan anggaran dana belanja modal.

d) Petunjuk pengisian

SKPD : diisi nama kantor

Bagian bulan : diisi bulan penggunaan dana

Nomor : diisi urutan kegiatan

Nama anggaran : diisi kegiatan anggaran apa yang telah terpakai.

Masalah: diisi permasalahanatau kerusakan yang terjadi jika barang rusak

Pemecahan : diisi solusi yang baik dari sebuah masalah yang berhubungan dengan

anggaran.
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Gambar 4.18 : Kwitansi pembelian

Sumber Data  :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2015

Keterangan:

Setelah melakukan sebuah kegiatan Belanja Modal kwitansi akan diberikan

kepada bendahara untuk di jadikan laporan  SPJ (surat pertanggungjawaban) setelah

itu data tersebut disimpan di bagian keuangan sebagai arsip kantor.
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4.2 Kegiatan dan Tugas Tambahan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan dan tugas tambahan pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yakni

membantu dan mengerjakan pekerjaan di bagian CAPIL (catatatn sipil). Pekerjaan

yang dikerjaan salah satunya membuat akta kelahiran keluarga. Bagian catatan sipil

(CAPIL) bertugas mencatat dan membuat akta kelahiran keluarga. Catatan sipil

adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register

pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang

dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama,

dan perubahan status kewarga negaraan.

4.2.1 Syarat- Syarat Pembuatan Akta Kelahiran

Dalam membuat akta kelahiran keluarga mempunyai syarat-syarat tertentu

meliputi:

1. Surat nikah orang tua

2. KK (kartu keluarga)

3. Ijanah anak

4. Surat kelahiran dari dokter

5. Surat pengantar dari desa

Jika persyarat tersebut sudah terpenuhi dan lengkap maka pihak kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember akan bisa membuatkan akta

kelahiran keluarga. Berikut ini contoh dari data perolehan akta pencatatan sipil pada

kabupaten jember 2010 sampai 2015.
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Tabel 5.1 Data Perolehan Akta pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2010- 2015

PEROLEHAN AKTA PENCATATAN SIPIL TAHUN 2010 S/D 2015

NO TAHUN KELAHIRAN PERKAWINAN PERCERAIAN KEMATIAN
UMUM TERLAMBAT UMUM TERLAMBAT UMUM TERLAMBAT UMUM TERLAMBAT

1 2010
8478 9096 89 0 0 21 0 79

17574 89 21 79

2 2011
3600 13800 111 0 18 1 64 15

17400 111 19 79

3 2012
16000 11750 148 0 28 0 128 6

27750 148 28 134

4 2013
17756 43380 126 73 32 15 148 23

61136 199 47 171

5 2014
2775 36746 139 28 31 5 152 48

39521 167 36 200
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab jember 2015.
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BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan tanya jawab serta wawancara dengan

para pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan data-data

yang terkumpul mengenai Prosedur Administrasi Anggaran Belanja Modal dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

a) Dalam proses Anggaran Belanja modal sub bagian perencanaan melakukan rencana kegiatan

Belanja Modal dan diperlukan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu agar bisa di turunkan

SK(surat keputusan) yang di berikan oleh Bupati agar Dana Anggaran Belanja bisa diterima

oleh kantor.

b) Dalam melakukan Belanja Modal di perlukan SPM dan SPP untuk proses pengantar dalam

pembayaran Belanja Modal dengan itu kantor bisa meminta surat perintah pencairan dana

kepada DPRD dengan tujuan agar secepatnya pencairan dana bisa secepatnya di turunkan.

c) Kegiatan dan tugas tambahan yang diberikan oleh kantor pada saat pelaksanaan Praktek

Kerja Nyata (PKN) yakni dibagian catatan sipil (CAPIL) dengan membuat akta kelahiran

dan mencatat arsip-arsip masyarakat yang sudah membuat akta kelahiran keluarganya

kedalam buku yang sudah disediakan oleh kantor sebagai arsip kantor Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten jember.
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Lampiran A. Surat Permohonan Tempat PKN (Prakterk Kerja Nyata)
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Lampiran B. Surat Rekomendasi Perjanjian Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata)
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Lampiran C. Surat Permohonan PKN (Praktek Kerja Nyata)
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Lampiran 1. Nilai Hasil PKN (Praktek Kerja Nyata)
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Lampiran D. Absensi Mahasiswa Selama PKN(Praktek Kerja Nyata)
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